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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

  1. Sebuah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilakukan secara 

berulang dikaitkan dengan yang terjadi pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya, 

sangat memungkinkan sekali kejadian seperti kasus tersebut terjadi lagi kedepannya. 

Mengingat keputusan pada tahun 2017 dengan Nomor 100/PDT.SUS-

PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST telah membentuk akta perdamaian yang berisikan 

restrukturasi ulang perjanjian pembayaran utang antara Debitor dengan para 

Kreditornya yang telah menyetujui perdamaian melalui rapat Kreditor. Secara garis 

besar ketika ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan juga telah 

memenuhi unsur dan ketentuan-ketentuan pada Pasal 222 Undang-Undang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka dapat dimohonkan 

ke Pengadilan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang walaupun Debitor 

telah menjalankan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebelumnya. Dikaitkan 

dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 80/PDT.SUS- 

PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST, pihak Pemohon memohonkan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor yaitu PT. Asia Petrocom Services 

dalam keadaan normal. Normal dalam artian proses Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang PT. Asia Petrocom Services telah berakhir dengan hasil sebuah 

akta perdamaian, maka PT. Ardian Pratama selaku Kreditor yang tidak ikut 

terverifikasi di dalam akta perdamaian dan ingin segala utang-utangnya terjamin 

dibayarkan oleh PT. Asia Petrocom Services tersebut dapat melakukan permohonan 

kembali kepada Pengadilan terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

terhadapa PT. Asia Petrocom Services. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

80/PDT.SUS- PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. merupakan putusan yang sah di 

mata hukum karena putusan ini sifatnya tidak menyalahi peraturan yang ada dan 

tidak menimbulkan masalah terhadap para pihak yang terkait, baik pihak yang 

terverifikasi pada akta perdamaian tahun 2017 maupun pada akta perdamaian yang 

baru terbentuk pada tahun 2020. Dengan terbentuknya putusan yang baru pada tahun 
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2020 tersebut, pihak Debitor diharapkan untuk memenuhi kewajibannya 

membayarkan segala utang-utangnya kepada pihak Kreditor sesuai dengan perjanjian 

perdamaian yang telah dibentuk pada tahun 2017 dan 2020. 

2. Mengenai prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

yang dilakukan secara berulang yang dimohonkan oleh PT. Ardian Pratama, prosedur 

permohonan sama seperti permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

yang pertama pada tahun 2017 yang dimohonkan PT. Petro Oil Tools terhadap 

debitor yang sama yaitu PT. Asia Petrocom Services. Dalam garis besar prosedur 

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap mengikuti prosedur 

yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Pasal 222 dan Pasal 224 Undang-Undang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan 

yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan Permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang ke Pengadilan. Pada Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai ketentuan syarat 

materiil yang harus dipenuhi dan dibuktikan ke Pengadilan dalam rangka 

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Pemohon dapat 

membuktikan bahwa terdapat utang yang dapat ditagih akibat utang yang telah jatuh 

tempo yang kemudian diperkirakan bahwa utang tidak dapat dibayarkan dan 

termohon terbukti memiliki dua atau lebih kreditor,  nantinya jika Pengadilan menilai 

Permohonan telah memenuhi ketentuan tersebut maka Pengadilan akan menyetujui 

permohonan tersebut. Kemudian pada Pasal 224 Undang-Undang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai syarat formil yang 

sama-sama perlu dipenuhi yaitu berupa surat permohonan yang telah ditandatangani 

para pihak yaitu Pemohon dan Advokat sebagai kuasa hukum dari pemohon yang 

nantinya jika Pengadilan menilai Permohonan telah memenuhi ketentuan-ketentuan 

di atas maka Pengadilan akan menyetujui permohonan tersebut. 

 

5.2 Saran 

  Dari analisa pembahasan ini maka dapat diberikan saran. Mengenai 

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kondisi seperti di kasus, maka perlu 

peninjauan ulang mengenai Peraturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
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Pembayaran Utang untuk menuangkan beberapa aturan mengenai Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang yang dilakukan secara berulang dan mengenai hak 

kreditor yang tidak terverifikasi di dalam perjanjian perdamaian terkait tagihan 

piutang yang dimilikinya terhadap debitor. Karena Dalam Undang-Undang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih belum ada 

pengaturannya, mengingat hal seperti ini memungkinkan sekali terjadi lagi 

kedepannya. Dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap utang-utang 

yang harus dibayarkan kepada Kreditor. Kemudian di dalam Undang-Undang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perlu dimasukkan 

pengaturan mengenai Kreditor yang tidak ikut terverifikasi di dalam akta perdamaian 

karena tidak hadir dalam Rapat Kreditor bagaimana status nya sebagai Kreditor. 
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